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ABSTRACT

Street vendors and the city are like twa sides of the coin. The existence of that one
will always be followed by another presence. However, the city government would
always consider street vendors as a virus of development that must be eradicat ed.
This Is the dilemma faced by the existence of street vendors. However, there are
some municipalities can collaborate with street vendors to build the cily
accordance with the visien and mission as well as friendly to the environment.
Bandarlampune city government also has a hope for streel vengors (o conlinue 15
activities, without disturbing the becuty and cleanliness of the city. Varrous
policies have been issued by the gavernment of Bandar Lampung city , however (he
appeared street vendors problems, so far, have not been solved properly.

Keyword: street vendors, city and Public Policy
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memadal. 5alah satu sector yang penting
dalam mewujudkan masyarakat yang adil
dan sejahtera adalah pembangunman di
sector informal.

Yector informal merupakan
pekerjaan alternative yang dipih oleh
migrant o perkotaan demi untuk

mempertahankan kelangsungan hdup dan
pacda umumnya merupakan jenis pekerjaan
yang padat karya. Dalam artian bahwa tidak
ciperiukan pendidikan vang tinggl, tidak
ciperiukan keterlampilan khusus dan modal
yang besar, karena tidak adanya kepastian
hasil yang diperoleh dan kepastian
keberlangsungan yang diperocleh, seria
pendapatan yang diperaleh relative kecil,

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL)
telah banyak menyita perhatian
pemerintah. Karena PEL sering kali
dianggap mengganggu ketertiban lalu
lintas, jalanan menjadl tercemar,
menimbulkan kerawanan sosial dan fata
ruang kota yang kacau. Sebagai pembuat
kebijakan pemerintah harus besikap arf
dalam menentukan kebijakan.

PEL sendin memiliki banyak makna,
ada yang mengatakan term “PEL" berasal
dari vang berjualan dengan
menggelar barang dagangannya dengan
bargku/meja vang berkaki empat kemudian
jilke ditambah dengan sepasang kaki
pedagangrya maka menjadi berkaki lima
sehingga timbullah julukan pedagang kaki
lima. Tak hanya itu saja, ada juga yang
memaknai PKL sebagal pedagang yang
menggelar dagangannya di tepd jalan yang

orang

tebarnya lima kaki (5feet ) dari trotoar atau
tepi jalan. Ada pula yang memaknai PKL
dengan orang yang melakukan kegiatan
usaha berdagang dengan maksud
memperaleh penghasilan yang sah, dan

dilakukan secara tidak tetap dengan
kemampuah yang terbatas, berlokasi di
tempat atau pusat-pusat keramaian.

Maraknya PEL berbuntut pada
munculnya berbagai persoalan. Ada
ageapan bahwa keberadaan PEL vang
semrawut dan tidak feratur mengganggu
ketertiban, keindahan serta kebersihan
lingkungan, Lokasi berdagang yang
sembarangan bahkan cenderung memakan
bibir jalan sangat mengganegu lalu tintas
baik bagi pejalan kaki maupun pengendara
motor atas mobil: 5elain ity parkir
kendaraan para pembeli yang tidak teratur
juga sangat menggangau ketertiban. Belum
lagi masalah limbah atau sampah. Selama
ini para PKL belum sadar akan pentingnya
sehingga keindahan di
lingkungan  pun sulit diwujodkan, Moty
barang vang diperdagangkan juga harus
diperhatikan, sehingga nantinya tidak
merugikan konsumen.

kebersihan

sSebenamya sudah sejak lama pihak
pemerintah berusaha menertibkan FKL,
tetapi persoalan yang ada belum juga
terselesaikan. Para PEL tetap ngotot untuk
berjualan di temapt-tempat. kKeramaian.
Walaupun -sudah ada peraturan dan
kesepakatan antara pihak peamerintah dan
para PKL, akan tetapl hal tersebut kurang
diindahkan sehingga jumlah PHEL terus
meningkat. Upaya tegas dan sejumlah
kebijakan baru perle diberlakukan agar
penertiban PKLdapat diwujudkan.

Masalah keberadaan pedagang Kaki
lHma terutama di kota-kota besar menjadi
warna tersendiri serta menjadikan
pekerjaan rumah bagi pemerintah kota,
Pedagang kaki lima atau PKL adalah
merupakan pihak yang paling merasakan
dampak dar berbagai kebijakan vang
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dikeluarkan coleh pemerntah terutama
kebijakan tentang ketertiban dan
keindahan kota. Dampak yang paling
stgmifikan yang dirasakan oleh PEL adalah
seringnya PEL menjadi korban penggusuran
oleh para 5atpol PP serta banyaknya
kerugian yang dialamm oleh PHL tersebut,
baik kerugian matenl maupun kerugian mon
materl.

Keberadaan PKL menjadi hal yang
paling penting bagi pemerintah untuk
sepera  dicarikan  solusinya. Seringnya
terjadi pengeusuran terhadap keberadaan
PEL menpuntut pemenntah untuk segera
mencarikan tempat atau alternatif lokasi
bagi para PRL untuk menjalankan usahanya.
Jika pemerintah tidak mampu untok
mencarilkan solusl tentang keberadaan PKI
tersebut, artinya pemenntah secara tidak
langsung menelantarkan
serta mematikan usaha darl masvarakat
untuk bagaimana mempertahankan
hidupnya. Pemerintah harus segera
menyelamatkan keberadaan PEL tersebut.
Melalui tulisan ini penulis mengajak semua
elemen masyarakat unmtuk Curut
mendesak pemerintah agar segera mencari
solusi untuk menyelamatkan keberadaan
dari PKL tersebut. Permasalahan PKL
menjadi karena PKL menjadi
sebuah dilema tersendin bagl pemerntah.
Di satu sisi PKL sering mengganggu tata
ruang kota, disisi lain PKL menjalankan
peran sebagai Shadow Economy. Mamun,
mengingat babwa kKontribusi PEI
besar bagl semua kalangan masyarakat,
Keberadaannya sangat membantu
masyarakat terutama saat-saat
tertentu.

masyarasalnya

Larta

Menarik,

sangat

kona s

Implementasi kebijakan pemerintah
yaitu dilakukan dengan pemikiran yang

rasional dan proporsional. Logikanya

pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan
dalam hal inl relokasi, relokas! tersebut
adalah pemerintah berupaya mencar win-
win solution atas permasalahan PEL,
Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi,
pemerintah dapat mewujudkan tata kota
vang indah dan bersth, namun juga dapat
memberdayakan keberadaan PEL  untuk
menopang ekonomi daerah.

Pemberdayaan PEL melalui relokasi
tersebut dl.tujukﬂl'l untuk formalisasi aktor
informal, arbinya dengan ditempatkannya
pedagang kaki lima pada Kiocs-Kios yang
disediakan maka pedagang kaki lima telah
legal menurut hukum. Sehingga dengan
adanya legalisas! tersebul pemkab dapat
menarik restribusi secara dari para
pedagang agar masuk kas pemerintah dan
tentunya akan semakin menambah
Pendapatan Asli Daerah.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uratan di atas maka yang
manjadi masalah dalam penelitian in
adalan:

1. Bagaimanakah Implementasi Febijakan
Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota
Bandar Lampung?

l, Faktor-faktor apakah yang
mempengaruhl Kebijakan Penanganan
Pedagang Kald Lima di Kota Bandar
Lampung?

TUJUAN
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mendeskripsikan dan menganalisisi

Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki
Lima di Kota Bandar Lampung.




2. Mendeskripsikan dan menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi
Kebijakan Penanganan Pedagang Kak

Lima di Koka Bandar Lamplinig.

METODE PEMELITIAN

Dalam penelitian ini tipe penelitian

yang digunakan adalah tipe penelitian
deskriptif yaitu tipe penelitian yang
memusatkan perhatian pada masatah

masatah yang ada pada saal penelitian
dilakukan (saat zekarang) atau masalah
Yarg dengan
menggambarkan fakta-fakta tentang
masalah sebagaimana
adanya, yang kemudian diiringl dengan
interpretas! rasfonal, { Hadan Hawawi: 1983

j- Adapun fokus penelitian ini diarahkan

masalah bersifat  actual

vang diselidiki

pada Implementasi Kebijakan Penataan PEL
di pasar bambu RKuning HRKota Bandar

La MPLURE yang me li Putl

Pelaksanaan Penataan PEL di
pasar bambu Kuning HKota Bandar
Lampung: wvang akan dilihat dan
pelaksanaan Kegiatan-kegiatan vyang
dilakukan dalam penataan PEL di Pasar

1. Proses

Bambu kuning selama tahun 2006

L. Faktor-faktor vang mempengarum
kegiatan implementasi kebijakan.
dilihat dan konters (isi}) dan konteks
(lingkungan] imlementasi kebijakan

penataan PELyakni.

a, lsi dari kebijakan penataan PKl

ailihat dan,

1) Pinak yang berkepentingan

2y Jenis

manfaat Yang -:'|E|':IF_H

diperoleh dari kebijakan
penataan PEL
iy Jangkauan

diharapkan

perubahan yang

4) Pelalmana-pelaksana kebijakan
penataan PEL

5) Sumber-sumber yang dapat

disediakan

6 Letak pengamBilan Keputusan

b. Konteks (lingkungan] implementasi
kebijakan penataan PKL, dilthat

dar:

1) Kekuasaan dan strategi-strategl
para aktor yang terlibat

21 Baraktenstikiembaga (rezim)

3) Eepatuhandan daya tanggap

Pengumpulan data dilakukan dengan
dan
data
dilakukan dengan tiga tabap yakni reduksi

melade WwWawancara, obpservasl

dokumentasl. >Hedangkan analisis

data, penvajlan data dan vernfikasi/
Kesimplilan
AMALISIS TMPLEMEKTASI KEBIJAKAN

PEHATAAN PEL DI KOTABANDAR LAMPUNG

Dalam penelitian ind, peneliti akan
mengka]i pelaksanaan penataan PEL di kota
Bandar Lampung pada tahun 2006, dengan
menggunakan model implementas
kebljakan danl Grindle sebagail pendekatan
untuk memahami masalah-masalah yang
berkembang pada
penataan PEL tersebut,

Model Implamentasi kebijakan dari

saat pelaksanaan

Grindle lebih menekankan pada makna
implementasi kebijakan sebagai proses
administrasi dan politik, yaltu lebih

memperhitungkan
kekuasaan atas kemampuan kelompok yang
dominan dan berpengarub, Implementasi
kebijakan menurut bukanlah
sekedar bersangkut dengan
mekanisme keputusan-
keputusan politik Ke dalam prosedur-

realite-reallta

Grindle
Paut
penjabaran
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prosedur rutin lewat saluran-saluran
birokrasi, melainkan lebih dar itu,
implementasl kebljakan juga menyangkut
masalah konflik, keputusan dan siapa
memperoleh apa dar suatu kebijakan.
KEeberhasilan implementasi dan suatu
kebijakan sangat ditentukan dan derajat
implementability dari suatu kebijakan
(vaitu kemampuan kebijakan tersebut

untuk diimplementasikan).

Hal penting vang periu diperhatikan
dalam Implementasi Kebijakan Publicyaitu

a. Perilaku dari lembaga-lembaga
admintstras) atau badan-badan yang
bertangoungjawab atas suaiu program
berikut pelaksanaannya terhadap
kelompok-kelompok sasaran.

b. Berbagai janngan kekuatan politik,
sosial, dan ekonomi yang Langsung
berpengaruh terhadap perilaku
berbagai pihak yang terlibat dalam
program

c. Dampak (vang diharapkan ataupun yang
tidak diharapkan} terhadap program
berikut.

Jadi, Implementasi Kebijakan
adzalah pelaksanaan dasar, mizalnya dalam
bentuk (articulation),
namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan
eksekutif yang penting atau keputusan
badan peradilan.

implementasi menjadi penting
karena kebijakan public itu pada dasarnya
dan seringkall dirumuskan/dinyatakan
secara garis besar saja vang bens
fujuan/sasaran dan saran pencapaiannya.
Kebijakan tanpa implementasi, hanyalah
berupa tumpukan berkas dan arsip yang
tidak berguna,

Dengan menggunakan implementasi

urdang-undang

kebijakan dari Grindle, peneliti akan
mencoba melihat pola kebijakan vang
diaplikasikan Pemkot Bandar Lampung
dalam melakukan penataan PKL. Secara
lebih mendalam  model  implementasi
kebijakan ini juga akan sangat membantu
untuk melihat apakah faktor-faktor yvang
mempengaruhi  implementasi  kebijakan
sudah cukup mendukung pada tataran
pelaksanaan kebijakan penataan PKL di
pasar Bambu Kuning kota Bandar Lampuns.

tebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya, dalam penelitian ini ada dua
hal yang menjadi focus penelitian, yaitw: 1)
Proses pelaksanaan penataan PKL di pasar
Bambu Kuning kota Bandar Lampung pada
tahun 2006 dan 2) faktor-faktor yang
mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan
kebijakan. Kedua hal tersebut akan dibahas
lebih lanjut dalam babind.

Proses Pelaksanaan pentaan PEL di pasar
Bambu Kuning Kota Bandarlampung.

Pelaksanaan penataan PEL pada
masa pemerintahan kota Bandar Lampung
pericde 2005-2010 dilakukan dengan
merelokasi (memindahkan) tempat usaha
PEL dan membangun tempat usaha bagi PEL
pada lokasi yang layak (dalam arti tidak
melanggar peraturan yvang berlaku). Pasar
Bambu Kuning merupakan salah satu lokasi
vang menjadi target sasaran dari kebijakan
penataan PKL pada tahun 2006. Pelaksanaan
penataan PHL di pasar ini pada dasarnya
telah dilakukan sejak bulan Agustus tahun
1005 melanjutkan upaya penataan PKL pada
masa pemerintahan sebelumnya (PJ5S Helmi
Machmud) yang juga berencana untuk
memindahkan PKEL di sekitar pasar Bambu
Kuning ke lantal 2 bangunan Bambu Kuning
Plaza. Awal dari pelaksanaan penataan PKL
pada masa pemerintahan periode 2005-
1010 dimulai pada bulan Agustus 2005




dengan pembangunan tempat usaha bag
K| yaknl PT.
Senjaya meliputi

oleh  pihax
Retaki
merenovast lantai 2 dan penyedinan lapak-
lapak bagl para PEL di pintu masuk utara,

PRL warg dibawah

pengembang

M as .:,l-l.l'lg

selatan dan perada
tangga poros dalam escalato
etelah  tempat wsah

pemerintah yang dalam hal ini adalah umt

tersedia,

pelaksana teknis Dinas pasar (UPTD) || pada

mensosialisasikan rencana pemerintan yang

avember

akan menata PKL ke lantai £ dan lantal 3
Bambu Kuning Plaza. Rencana pemerintah
dalam penataan PEL tersebut ternyata tidak
FKL,

pemerintah

ditanggapl positit  oleh sehingga
meskipun
mensosialisasikan rencana
dan berkali-Eall memberikan tengaat waktu
kepada para PEL untuk pindah namun PEL

masih tetap bertahan di lokas) awal dimana

telah

penataan PEL

mereka berjualan.

Adanya sikap resisten PHEL tersebut
kemudian disikapi oleh Bandar
dengan mengeluarkan surat
edaran dari Walikota
Ha. 188.42. /1150/ 21 /2005 vang berisi
pemberitahuan  mengenai batas waktu
(deadline) bagi para PEKL yang berada ol
pintu masuk utara, selatan dan di bawah
tangga escalator untuk pindh ke lantal 2
Bambu Kuning Plaza

Pembot

Lampung

AKAN t!f—-'.'-!r-l DEtas
waktu tersebu tetap tidak diindahkan cleh
parg PEL sehingga peneftiban
terpaksa dilakukan oleh pemerintah pada

iangkah

tanggal 16 Desember 2005:

Hasil dari penataan PEL pasar Bambu
Kurming pada akhir Desember 2005 tersabut
pada akhirnya menyisahkan permasafaban,
Banyak para PEL vang tetap bertahan di
lokasi awal, dan bahkan para PKLyang telah
direlokas) ke lantal 2 kemball lagl

berdagang pada lokasi semula,

Ketidakberhasilan pelaksanaan peénataan

PKL pada tahun 2005 kemudian kembali
disikapi oleh pemkot Bandar Lampung pada
tahun 2006 membentuk tim
operasional penataan PEL yang bertugas
dan meiaksanakan

dengan
untuk merancanakan
kegiatan penataan PEL.

Pelakzanaan penataan PEL di pasar
Hambu Kuning pada tahun 2006 kemudian
dipusatkan pada PKL yang berada di sekitar
bahii jalan pasar Bambu Buning (yakni Jalan
Imam Bonjol, Jalan Batu 5angkar, Jalan
Bukit Tinemi) dan PEKL yang mengitan
bangunan Bambu Kuring Plaza {seperti-area
parkir barat dan timor). Untuk PEL yang
berada di lokasi-lokasi tersebut telah
disedialkan tempat baru yakni di lantai 3 dan
Lahan eks penjara (lahan baru).

Adapun lokasi-lokasi yang menjad
gasaran penataan PRL pasar Bambu Kuning
pada tahun 2006 dapat dilihat secara jelas
pada tabel dibawah im

Zbjek penataan PEL menempatl lantal 3
Bambu Kuning Flaza Bandar Lampung.

Lokash Jeiimilah PEL
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arg e L

Nitiday’ 3 Pambis Kning

Calam proses pelaksanan penataan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan
kegiatan pensosialisasian

PEL,
antara [ain

informasl mengenal rencana relokasl,
membangun tempat usaha bagi PKL dan
menertibkannya, Kegiatan-kegiatan vang
dilakukan berdasarkan rencana yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh tim
operasional penataan PRL,
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PamberitanUan
rencanarelokasi.

[sosialisasi) mengenal

Cebelum melaksanakan relokasi PRI

teriebih dahulu

ki 1 Bard, pemerintal
melakukan sosializasi mengenai réncana
relokas epada para PKL Losiglisasi
Menge rencana penataan PRL Inl

dilakukan afleh UPTD Il selaku pengelala
pasar Bambu Kuning dan juga dilakukan aleh
pol PP selaku pihak yang akan menerkibkan
PEL Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan sosialisasi dilakukan

dan

Antara

surat edaran
|'|-F'-"|: SmLIAan

secara tertolis melaw
secara  lisan
pemerintah dan PEl

mielal

Pembangunan tempat usaha PRL

Pelaksanaan peambangunan tempat

usaha dilakukan oleh pemerintal untuk
memberikan lokasi pengganti bagi PEL yang
akan ditata. Adanya suatu kesadaran bahwa
PEL tidak dapat diatasi dengan penggusuran
merupakan atasan yang melatarbetakang
pemkot Bandar Lampung dntuk menata PEL
dan membangun tempat usaha di lokasi [ain

vang sesuai. Hal ini sebagaimana

diungkapkan olh kepala seksi (Kast)
pembinaan petugas Keamanan dan
ketertiban pasar sebapai berikut: “yang

perlu ditekankan adalah bahwa kebijakan
penataan PEL bukaniah mengausur, telap
menata PEL pada tokast yang sesdal, jad
berbeda denpgan penggusuran sepertt di
daerah-daerah lainnya. Kami sadar betul
kalau PKL ditertibkan
kekerasan matah tidak akan efektif, karena
dari pengalaman-pengalaman sebelumnya
juga bisa dilihat, kalau PEL
ditertibkan malah akan pindah ke lokasi
lainnya lagi. Kami dari Pemerintah juga
paham bahwa PEL cangat butuh lokasi untuk

dengan cara

hanya

oar|uaian karena 1ty kEaml coba mancarikan
lokasi lain vang lebih representative supaya
PEL dapat melanjutkan usahanya.”

upaya pembangunan
PEL, Kasubdin
Dinas

Menaenal
tempatl usaha bDagl

Pengelolaan Pendapatan Pasar
mengatakan bahwa pembangunan tempat
saha merupakan bukti bahwa pemerintah
tidak akan begitu saja menelantarkan PEL
Jaci pada dasarnva para PEL tidak perlu
khawatir kalau mereka tidak akan bisa
karena dari

menyiapkan [empat
baru. Dengan demikian
disimpulkan bahwa pembangunan
dimaksudkan
memberikan
kesompatan kepada para PEL dalam
menjalankan usahanya. Pemerintah juga
berusaha menghilangkan tanggapan para
PEL menganggap dir
sebagai pihak yang setalu
ditetantarkan selama proses penataan PRL.
Dengan adanya pembangunan tempat usaha

melaniutkan usahanya,

Pemerntah sudah
usana dan logkas

dapat
aleh

lempal Wwsaha

Femerintah untuk tetap

celama  iml

Nan |:|_

mereka

yang baru Dagi mereka, maka Pemerintah
menginginkan para PEL menempati lokasi
yang telah mereka tentukan dan tidak lagi
mempergunakan loKasi-lokasi yaneg
melanggar peraturarn.

Penartiban PKL

Selama proses penataan PKL pada
tatiun 2006 berlangsung, Pemerintah masih
menghadapl hambatan berupa penclakan
dari para PEL, penolakan dari para PEL ind
secara eksplisit ditandal dengan adanya
keengganan mereka untuk menempati
lantai 3. Adanya Kondisi ind tentunya dapat
menyulitkan Pemerintah  dalam
melakukan Untuk meneaiasl
sikap PEL yang bersikeras untuk tidak ditata

tercabut

Lipaya

PENdiDan.

Disikapi oleh tim operasional
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khususnya tim  penertiban  umom  yaknd
Satpal PP dan
{poltabes, kodim, Pom THI) dengan cara
menertibkan PKL yang masih melanggar dan
kemudian juga melakukan tindakan tegas
melalui  penyvitaan atau pembongkaran
lapak milik PKL yang ditertibkan. Hal ini
merupakan tindakan penegakan Ferda atau
dapat disebut sebagai bentuk dar tindakan
peradilan cepat terhadap PKL.

Dalam tiga bulan terakhir, Satuan
Palisi Pamong Praja (5atpol FP) Kota Bandar
Lampung mendata pedagang kaki lima [PKL]
vang ada di Pasar Bambu Kuning dan
cpkitarmya. Hasiinya, didapati 20 pedagang

aparal PEMNEaImarian

yang melanggar. Mereka dinilai melanggar
Peraturan Daerah (Perda) Momor B Tahun
2000 Fembinaan Umum,
Ketertiban, Kebersihan,
Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah
Kata Bandar Lampung.
pedadang berjualan di badan jalany ang
notabene dilarang. Kepala Satpol PP Kota
Bandar Lampung, mengatakan, pendataan
merupakan bentuk penegakan perda yang
dilakukan secara persuasif. "Kami
melakukan penaertiban se8cara persuasif.

tentang
Heamanan,

Pacalnya, para

Karena, mereka {pedagang] pun mencar
nafkah. Tetapi, kami mengimbau kepada
miereka melanggar perda
Juga®”

supaya tidak
pendataan itu,

mencatat nama pedagang dan
berjualan., Satpol PP pun berencana
memasang spanduk vang berisi imbauan
kepada pedagang agar Ferda
Nomor 8 Tahun 2000, Hamun, jika walaupun
telah dnimbau pedagang tetap berjualan,
aparat tetap akan melaksanakan prosedur
selanjutnya. Yakni memberikan surat
peringatan dan penertiban. Untuk langkah
ke depan, Satpol PP akan mengadakan
Koordinasi
Pengelolaan

Dalam petugas

lokasi

menaakl

terpacdu bersama Dinas
Pasar [DPP) Kota Bandar

Lampung. Hal tersebut untuk menyediakan
tempat bagi pedagang yang masih berjualan
di lokasi-yvang dilarang. Dari penjelasan
diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan
penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP
merupakan suatu bagian dan tindakan
penegakan penda.

Karena PEL selalu melakukan
pelanggaran, maka tindakan ini terpaksa
dilakiikan dan tindakan im dilakukan atas
dasar adanya larangan penggunaan
sejumlah lokasi-lokasi sebagaimana
disebutkan dalam perda No. 8 tahun 2000,
seperti trotoar, bahu jalan, dan lahan parkir
yvang memang dilarang untuk dipergunakan
bagi segala jenis aktivitas usaha termasuk
juga aktivitas berjualan yang dilakukan
oleh PEL.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEGIATAM IMPLEMENTAS] KEBIJAKAN
FENATAAMN PEL DI BANDARLAMPUNG

Konten (51} kebijakan penataan PKL

Fenjeiasan mengenal 51 Kebijakan

penataan PKL terkait dengan babarapa hal,

yaitu;

8. Pihak yang kepentingannnya dipengaruhi
cleh kebijakan pepatazan PKL

b. Manfaat yang
kebijakan penataan PKL

Jangkauan perubahan vang dibarapkan

diperolely dard

dapat

]

d. Letak pengambilankeputusan
Pelaksana-pelaksana kebijakan dan
. Sumber-sumber yang dapat disediakan

Pihak-Pihak vang kepentingannya
d“ﬂEﬁng'lrFl'
kebijakan

IMEMOEN=an penganuh

3Uatu yang dijalankan

selalu terhadap

public atau masyarakat, maupun juga
terhadap kelompok-kelompok (pihak
pihak) tertentu. Kebijakan penataan PKI

merupakan salah satu kebijakan
dirancang . untuk menciptakan keamanan
dan ketertitlan di kota Bandar

e[ jakan

?.':.'III_.:.

Lampung
PKL
implikas

Perwujudan penataan

Lerseaur memben
ternadap berbagal pthak kepentingan

Ada 1 pihak yang kepentingannya

LENTLNY:

dipengaruhi dalam kebijakan penataan PKL.
Pihak-pinak tersebut yang pertama adalah
plhak-pihak yang berada d
pemKkat bBandar Lampung, yang
tanggungjawab dalam melakukan penataan
terhadap PKL. Kedua adalah masyarakat
umum yang tidak
langsung menjadi Menerma

Ingkurgan

e ik

secara langsung dan

pibak vang
manfeat. Dan ketiga adalah para PKL yana
menjadi sasaran dalam kebijakan penataan
PKL

Pihak-pihak yang kepentingannya dipengaruhi oled
kebifakan ponataan PEL, yaitu
_:'-lil:..:.'-".'.'"'lH. Wang I
b

i Kepantingan

11, : e rinLal Menciptakan kandls dian dan
| aasar Yarg térlib dan rapi seba
| zal Upava menciotakan kesma-

an dan ketertiban Lot Baricr
| LAMpLrg

| Upeaya untul merall

107 A

peerigharga-

Adamyd kepentivgan uituk men
cafl penghzailan

Adznya kehufuhan i g (e
b uEana) Yang strategis untuk
T anghal Grnhedi.

| A Masidaraxal Limenmy
| ti:
i Peribeli
| 5. Pangguma jalan
Pedasang dan |
pesTHlE perk Pengguna jalan
LEr 1]

Pemissli;
Kebutulan rasa aaman dan
wTEl dadam ANLVIcas framsakyd
Juial-Est iy

puhaEn akan ruang pablic
Soaar, opho jalan yang mee
madai

Rebutunan dar sdasya ketert
oan oan Kebaraturan iy

Pedagand 7 pEmilkik perickaan:

fa58 Kenyamanan falam men-

|
| Alstkan ativitas usahs,
tep Egal filibal dari _l||'|d.l'?_l;
e Elhan feras atan Lahan
parkir ya tertufund oleh skt
Lk PEI
sbvmoer, datg dlaloh o fepangan melol it woewginoar

uUntuk mengatasi semakin tajamnya
konflik antar pemerintah dan para PKL
tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan
Uty perundingan antara pemerintah dan
para PEL dalam menrgakomodir berbagai
kepentingan yang ada. Selama ini adanya
penalakan para PEL di pagar Bambu Huring
terhadap kebijakan penataan PKL bisa jadi
MEerupakan representasi kelkecewaan para
PL terhadap kebijakan penataan PEL yang
mengakomodasi
kepentingan mereka, dan hal ini seharusnya
dapat dipernitungkan oleh pemket Bandar
selama perumusan kebijakan

mungkin  belum mampu

= AFTAETHE
berlangsung

Adanya motivasi pemerintah untuk
mengatur PRL dalam rangka menciptakan
retertiban umum merupakan suatu hal yang

positiil dan perlu oleh seluruh elemen

92




masyarakat. Akan tetapi, adanya kelnginan

pemerintah tersebut juga harus

diselmbangsan mempernatikan
kepentingan para PEL selaku target groups

PRL

dengan

dari kebijakan penataan Karena
bagaimanapun juga, kebijakan penataan
PKL dapat memberikan konsekuensi atau
YANE DEeshi
keberlangsungan usaha

FPemerintah

terhadap
Merass

pengarub
tepatulnya 1 KW
memperhitungkan kepentingan PRL sebaga
kelompok sasaran (target groups) dalam
kebijakan penataan FPEL, Karena
bagaimanapun juga keberadaan PEL
memilikl potenst positif yang cukup berarti
bagi pembangunan Kota Bandar Lampung,
bila mampu dikemas dengan baik. Dan
sebaliknya, jika pemerintah tidak mampu

mengakomodir  kepentingan PEL, maka
konflik antara pemenntah dan PEL Bisa
menjaci semakin tajam dan sulit untuk
disatukan
Manfaat Kebljakan Penataan PEL

Manfaat merujuk kepada segala
sesuatu yang oleh masyarakat, alau

permimpin-pimimpin kelompok masyarakat,

dipandang sebagai sesuatu vang
dikehendaki. 5Suatu kebijakan yang
gimaksudkan untuk member manfaat

kolektif biasarwa akam lebih siap untuk
diimplementasikan bila dibandingkan
dengan kebijakan vang
partikularistik {(untuk. sebagian
Begitupun halnya dengan Kebijakan yang
girancang untuk manfaat jangka panjang
lebhih sekegar
diimplementasikan bila dibandingkan
dengan kebijakan yang dirancang untuk
memberikan atay membuahkan manfaat-
manfaat langsung Kepada kelompok

mantaatnya

Lrang)

jaun Untuk

sd5aran.

Ada beberapa manfaat yang bisa
didapatkan dari penataan PEL, Yyang
adalah terciptanya kondisi
Kota Bandar Lampung yYang
-'i\:i."'-'h._l._'lI

pertama

lingkimgan
tertib, rapih, dan aman
erciptamya suasana: pasar yvang kondusif
sehingge aman dan nyaman bagi pedagang
dan pembeli, ketiga, adalah untuk PEL ity
sendinl, mereka tetap bisa melangsungkan

Lntulk

isahanyva dan mereka juga mendapatkan
|F“:-'__-:'!||I|:r'“.'4 FArena L.S-ﬂl‘lﬂ mEereKa ﬁlldﬂh S0
dengan ketentuan. Pada dasarnya kebijakan
Penataan PKL, berusaha wuntuk
menyeimbangkan pemberian manfaat baik
itu bagl PEL maupun masyarakat pada
umumnya. Yang mana bila ditilik dari segi
manfaatnya, kebijakan penataan PEL bisa
dikatakan lebih bDersifat kolextif (wntuk
kepentingan bersama) bila dibandingkan
dengan partikulanistik juntuk sekelompok
Grang},
Akan tetapl, pada
manfaat kebijakan penataan PKL vane lebth
masih  belum

REMyaLaanmya

bersifat kolektit tersebut
ditanggapl secara positif oleh para PKL.
Umurmnva para PEL mengatakan bahwa
meskipun kebijakan penataan PEL memberd
Resempatan |:IC1E|:"| para PHRL d@ngan
menvediakan lokasi penggant! bagi PKL,
namun pada kenyataannya lokasi yang
pemerintah sediakan tersebut tidak
menunjukkan manfaat vang bemihak pada

para PKL

Bagl para PRL Kestrategisan suatu
lokasi jelas memiliki statunilal yang berart]
dalam menjalankan aktifitas mereka, dan
hal 1 seringkati melatarbalakangt mereka
untuk mau atau tidak mau ditata. Penataan
dalam pandangan mereka harus dimaknal
dengan tersediamya lokasi yang strategts.
Karena mereka umumnya berfikir untuk apa

ditata blla Didak mampu meningkatkan

93




panahasitan dan buat apa diberikan lokas
baru jika pada kenyataanmya
Menurun r:r:nciapata:‘ln'-;a .

merjad

Kesewanang-wenangan pemerlntah
dalam menertibkan seluruh pedagang telah
mernghilangkan maka pencanannya. Apalag
berbekal kejelasan lapak
tersebut, para pedagang memanfaatkan
untuk meminjam ke bank dan ini menjad

peEnggunaal

masalah baru. Menyinggung apa seharusnya
vang dilakukan pemerintah, seharusnya
perlu ditakukan penertiban bagi mereka
vang ilagal, namun tetap anf dan bijaksana.
Pedagang hamparan Pasar Bambu Kuning
walikota ke Poltabes
Bandarlampung, karena melanggar Penda
dan hak warga koia pasCa
penertiban aleh Kota
Bandarlampung, sejumlah pedagang masih

melaporkan

Sementara

Pemerintah

terlinat beraktivitas di tempat vang tidak
seperti di badan
Pemerintah Kola  Bandarlampung  belum

lama ni menertibkan Pasar Bambu Kuning

E-E'ml?.“iT'l'l_'_-'r'.l. JaLar.

Bandarlampung vang sudah sesak dengan
PEL, Selain aksi penclakan dam para
pedagang, aksi penertiban itu temyata juga
mendapatkan dukungan dari  berbaga
kalangan, karena dinilai mampu
mﬁ-ngl .FHI‘IE1 :'C-CF'I'I'IHE'F':.'HI'I dan kesemrawuian

di kawasan Pasar Bambukuning

Jangkauan perubahan yang Diharapkan
Ssuatu kebijakan

sedemikian rupa untuk menciptakan suaty

dirancang

perubahan pada lnghkungan dan prilaku
individu atau sekelompok orang.
Perubahan tersebut bisa menyangkut
perubahan dalam hubungan-hubungan
gosial, politik, dan ekonomi. Pemerniniah
mengharapkan tidak -ada lagi PEL vyang
melanggar sudah
itetapkan. Harema PEL sudah diseciakan

pEraguran yang

termpat vang legal,dengan demikian PEL

dapat berdang pada tempat yang sudah

chize=diakan Fembot dan tidak kembali
bherdagang pada lokast yang melanggar
ketentuan.

Perubahan yang diharapkan terjadi
setelah pelaksanaan penataan PEL di Kota
Bandar Lampung, maliputl perubahan suatu
kondisi dan prilaku PKL.
Perubahan londisi yana dimaksud meliputi
perubbahan lingkungan di
Lampung Yang 'EiI':'UF:‘EI.InIr'}'a
(sebagai akibat dar pemakaian sejumlah
ruang public oleh PKL)
kondisi (keadaan) yang rapid an tertb.
Perubahan kondisi lingkungan vyang

diharapkan tersebut tidak hanya pada lohasi

darl para
kota Bandar

SErawLik

menjadi suAatu

di pasar Bambu KUning, namun Juga pads
[k asi Bandar
Lammpung, Dengan ditatanya PEL vang
berada pada sejumlah lokasi tersebut, maka
diharapkan Ruang Terbuka Publik seperti
trotoar dan lahan parkir dapat dibebaskan
cebagaimana fungs awalnya.

Perubahan lainnya yang juga
diharapkan terjadi setelah adanya
penataaan PKEL adalah perubahan terhadap
prilaku para PKL selaku target groups dalam

delapan lainnya di

menjalankan aktifitasnya. elama 1w para
PEL dalam menjalankan usahanyva pada
umumnya selalu menggunakan lokaci-lokasi
Wang
tentunya melangear ketentuan pemearintah,

Penpzunaan lokasi-lokasi tersebut
tidak hanya bertentangan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampuneg
akan tetapi juga bertentangan dengan
Perda Ho. 8 tahun 2000 tentang pembinaan
umum ketertiban, keamanan, kebersihan,
kesehatan, -dan keindahan kota Bandar
Lampung dan perda Mo, 7 Tahun 1997 yang
mengatur tentang bangunan dalam kota
Bandar Lampung. Dengan adanya kebijakan
penataan, PKL dituntun agar
lokasi yang

seperti trotoar dan bahu  jalan

mempergunakan seiumlah
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sesial dengan peruntukan, yaknl lokasi
lokasi yang tidak menyalahi ketentuan tata
ruang kota Bandar Lampung dan juga tidak
menyalahi sejumiah ketentuan-ketentuan
dar peraturan-peraturan daerah yang ada

Letak Pengambilan Keputusan

Pombuatan keputusan berada di
antara perumusan kebijakan dan
implementasi , kedua hal tesebut saling
cama lain
implementas!
tahap awal akan
mempengaruhi tahap pembuatan
keputusan selanjutnya, yang pada
gilirannya akan mempengaruhi
implementasi berikutnya.

Proses pengambilan keputusan dan

terkait satu Keputusan

mempengarun dan

Iimplementas]

kebijakan penataan PL di kota Bandai
Lampung dilakukan oi tingxat rapat tim
pperasional penataan PKL yang teiah
dibentuk melalui SK Wallkota, Melalui tim
operasional penataan tersebut, dibasilkan
suatu keputusan mengenai rencana aksi
untuk menindaklanjuti permasalahan PEL
Aktor-aktor
penataan PEL yang éilibatkan dalam proses

dalam tim opeérasional

perencanaan kebijakan penataan Pl

adalah Kepala Dinas dan instansi yang

terkait dengang masalah PRL.

Pelaksanaan kebijakan penataan PEL
Dimensi lain yang harus

dipertimbangkan dalam kontens kebijakan
kualitas dari
kebijakan (implementing agency) yang akan
kebijakan kepada
masyarakal, Menurut Ripley dan Franklin,
birokras| public (pemerintah) selama im
telah dianggap sebagai faktor utama dalam

adalah para pelaksana

mengahantarkan

implementas! kebijakan public. Olehl sebab
itu, mepurut mereka perlu diperhatikan
aspek-aspek kritis dar birokrasi kebijakan

yvang akan menangant mandat publi

Peran pemenntah yang stralegls,
akan banvak ditopang oleh bagaimana
birekrasi public mampu malaksanakan tugas
dan fungsinya. Salah satu tantangan besar
yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana
mereka kegiatan
secara efekiif adan efisien, karena selama
ini birokrasi dilddentikan dengan kinerja

mampu  melaksanakan

yang berbelit-belit, struktur yang tambun,
penuh dengan kolusi, korupsi dan
nepotisme, serta tak ada standar yang
Pasll.

Akuntabilitas dan  responsibilitas
public pada hakekatnya adalah standar
aparat pemenntah odalam
memberikan pelyanan kepada masyarakat,

professional

Secara praktis, akuntabilitas dan
responsibilitas public dapat digunakan
sebagal sarana untuk menilai Kinerja
aparat

Sumber-Sumber yang Dapat Disediakan
Sumber daya merupakan salah satu
tangat penting dalam
mendimplementasikan suatu  kebijakaan.
Sumber daya vane diperlukan dalam: suatu
kebijakan lidak hanya tersangkut paut
dengar biava. Akan tetapi, lebih dar 1tu
sumber dava juga berkait dengan fasilitas
dan informasi. Dalam kebijakan Penataan
PEL. pada dana
lintensit untulk fim operasional penataan),
informasi dan juga fasilitas berupa lokasi

faktor yang

sumber daya berkisar

dan tempat uszha seperti lapak-lapak untuk
PEL yang akan ditata.

Dari ketiga aspek sumberdaya yang
dapat disediakan oleh pemerintah kota
Bandar Lampung ternyata masiih belum
mencukupl kebutuhan dari implementasi
Pertama, dalam hal
biaya operasionalisast kebijakan Penataan
PEL, di mana dana intensif untuk Hm
pelaksana (Him operasional penataan PEL)

kehijakan pemataan

dan biaya untuk pembelian lahan ternyata
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masih belum sepenuhnya memenuhi
kebutuban, Kedua, fasilitas berupa lokasi
baru bagi PKL, vang masih sulit terpenuhi,
karena adnya kesulitan dalam pencarian
lahan yang strategis. Ketiga, adalah
informasi yang berkenaan dengan kejetasan

cara-cara pelaksanaan kebijakan penataan

PEL vyanz tidak suatu
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

ksusus dan juga informasi mengenal jumlah

dirincd melalud

PEL vang masih belum pasti

Konteks
Kebijakan
Mengkan

(Lingkungan} Implementasi

masalah implementas
suatu kebijakan, berartl berusaha untuk
memahami apa yang senyatanya terjads
sestdah suatu kebijakan diberiakukan atau
dirumuskan, yakni peristiwa-peristiva dan
terjadi
proses pengesahan suiatu kebijakan, baikitu
Yang
F!'I'E'-!'lg.dI.||‘|1’1|‘i-1.|'l.151k-3f1|'l':.'ﬁ maudun  Wsaha-
usaha untuk memberikan dampak tertentu

kKeglatan-Keglatan vyang selelah

menyangkut usaha-usaha untuk

kepada masyarakat,
Untuk memahami bagaimana proses

pengadministrasian suatu kebljakan, maka

perie kiranyva untuk melibat kKonteks
tlingkungan) dalam mana kebifakan
tersebut dilangsungkan, pengkajian

terhadap Implementasi
kebljakan ind berkenaan dengan faktor

faktor hingkungan apa saja yang membuat

LIngkungan

suatu kebijakan gagal atau berhasil
diimplementasixan. Mengenal hal ini,
Grindle memaparkan bahwa lingkungan

implementasi Kebijakan yang perlu untuk
dikaji adalah kekuasaan, kepentingan dan
aktor erlibat,

lembaga dan

strateg) dan
kEarakteristik
kepatuhan serta dava tangkap
Menurut - Joko  Widodao,
dikatakan baik jika
mMempunyal responsivitas

Yang

[FeZim)

birokras!  dapat
mercka diniial

yang tingegi

terhadap apa yang menjadi permasalahan,
kebutuhan, keluhan aspiras|
masyarakat. Mereka cepat memahami apa
vang menjadi tuntutan public dan berusaha

oaarn

SEMaksImzl '|'L.'r1-gl-':n r11EITI:|'_-T1'i_I|'|II'|"r':]_ Ia
dapat menangkap masalah vang dihadapi
perusaha untuk
solusinga. Mereka tidak suka menunda
nunda waktu, memperpanjang jalur
pelayanan atal mn?ng.,ltamakan pl'nscdm
tetapl mengabaikan substansi.

Dengan demikian

public dan mencarn

berbagal
penalakan yang terjadi saat pelaksanaan
penataan PEL berlangsung seharusnya bisa
diatas! bila pemerintah kota Bandar
Larmpung cukup tanggap terhadap berbagai
tuntutan dari para PEL.

seharusnya bisa menaubah sikap menentang

Femerintah juga

dari para PEL yang merasa durugikan oleh
kebijakan penataan PKL, menjadi sikap
menerima agar dapat: memunokinkan
e roeEnnya SLatu IJLI}'CIJI'L:L'.H IZJ.'EI] LITmpamn
selama pelaksanaan

-.|i!-'|||:'!*~'!.|'-._‘-:'5-.?1:'

balik penataaan
lika kerja Dinas Pasar dan Instans
terkaitnya lemah, maka PEL -akan tetap
menumpuk o kawasan vang sebelumnya
ditertibkan. Karena apa yang menjadi kerja
PEL adakah menyangkut keberlangsungan
PEL tetap akan mencar
tempal bisa berdagang. Harus
diaki upaya menata: PEL dan
menertiblean bangunan Har di Kota bukanlah
mudah flfada masalah
Dastl solusinya. Memang,

Pemerintah Kota pada akhirnya tidak bisa

hidup mereka

dimana
bahwwa

hal vang M& ML
kecuali ada
sendirian dalam penuntasan permasataban
PEL 1ni dengan
berbagail elemen masyarakat kota bahkan
stake holder dar kota-kota yang [ain terkait

perluy bekerja sama

arus Urbanisasi namun tetap saja kunmc
pertama adalah kesenusan dan konsistenst
yang harus ditunjukkan oleh Pemenntah

Kota calam mengawal program-program
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terkait PEL inl.

menjadi pertimbangan Pemerintah

Beberapa hal vang mungkin biza

kota

dalammenangani PEL ini adalah :

1)

2)

1)

Mengawali dengan paradigma bahwa
PEL bukanlah semata-mata beban atau
gangguan bagi keindahan dan
ketertiban kota. Tetapi, PEL juza purya
hak hidup danm mendapatkan
penghasilan secara layak, namun
tentunya  alasan seperti inf jangan
sampai  digunakan pedagang untuk
berdagang tanpa mematuhi aturan
karena tidak semua lokasi bisa dipalkai
sebagal lempatl usaha, Pemkol tetap

harus [egas namun tentunya int
membutubkan komunikasi  dengan
penuh keterbukaan,

PEL sesungguhnya juga merupakan aset
dan potensi ekonomi jika benar-benar
isa dikelola dengan baik. Paradigma
ini akan berimplikasi pada cara
pendekatan Pemkot ke PRL wvang
selama Im dianggap sangat represif-
yang melamrkan
periawanan dan mekanisme "Kucing-
tidax

punitif justru

kuctngan” wvang sama sekali

memnvelesaikan masalah.

Masalah vang muncul berkenaan
dengan PKL ini adalah banyak
disebabkan oleh kurangnya ruang untuk
mewadah! kegiatan PKL di perkotaan

Konsep perencanaan ruang perkotaan
(RTRW) wyang tidak didasari oleh
pemahaman informalitas perkotaan
sebagal bagian yang menyatu dengan
sistem perkotaan akan cenderung
mengabaikan tuntutan ruang untuk
sektor informal termasul PKL, Kawasan
yang dikhususkan untuk PKL telah

.':|_|

3)

&)

terbukti menjadi solusi dibeberapa
termmpat di  Indonesia. Bahkan bisa
menjadi aliernative tempat wisata jika
dimodifikasi dengan hiburan yang
menarik perhatian masyarakat

Pernerintah Kota harus memiliki riset
khusus secara bertahap untuk
mengamati dan memetakan persoalan
FEL, pasang-surut perkembangan PEL
s2rta bangunan liar di berbagai wilayah
kota, sehingga bisa meletakkan
argumen logis untuk aktivitas
berikutnya. Sehingga maodel
pembinzan ke PEL bisa beragam

bentuknya dan tidak mesti dalam
bentulk bantuan modal. Model
pembinaan PKL dari Pemkot yang

memaneg sudah berjatan dan dirasakan
efektif mungkin Disa dilanjutkan
tinggal bagaimana memperkuat
pengawasan implementasi di-lapangan
karena masih banyvak keluban indikasi
lemahnya pengawasan penyimpangan.

Pemerintah Kota harus membuka dir
untuk bekerja sama dengan elemen
masyarakat dalam penanganan
masalah PKL ini. Semisal LBH dan
beberapa LSM atau pihak akdemis
mungkin bisa dillbatkan untuk
melakukan riset pemetaan persoalan
PEL dan advokasi ke mereka. Beberapa
Crmas baltkan Parpol pun bisa berperan
dalam hal pembinaan ke mereka
sehingga PKL ini benar-benar menjadi
tangeung jawab bersama masyarakat.

Pemerintal Kota barus memastikan
payung hukum (Perda) yang Ctidak
menjadikan PKL sebagal pihak vang
Pelibatan semua elemen
yang terkait bak 1tu masyarakat,
pengusaha, dewan, dinas terkait dan

dirugikan,
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B)

9}

10)

elemen vang lgin dengan semangat
keterbukaan justru akan menjadikan
pemkot didukung
dikawal implementasinya oleh banyak
kalangan,

kabijakan dan

Pemerinyah Kota juga harus beran
mengawal regulasi terkait penyediaan
bagi tiap-tiap tempat
pembelanjaan seperfi Mall
supermarket yang dikhususkan untuk

{0 % area

ataLl

PHL. Tentunya Pemerintah kota harus
memfasilitasi sehingga antara pihak
PEL dan Penguszaha bisa sama-sama
Lidak dirugikan.

Penertiban terhadap PKL liar mestinya
harus dilakukan dengan pendekatan
dialog vang bernuansa pembinaan dan
bukan pendekatan represif vang justris
memicy perlawanan dan tidak boleh
tebang pilih karena bisa
masyarakal

terkesan
memicu kecurigaan
tentang adanya tekanan politis dari
kekuatan tertentu yvang mengarahkan
penertiban hanya pada komunitas

Lertentu.

Selain penerapan Kebijakan penertiban
ternadap PKL, Pemerintah kota juga
harus berani melakukan perertiban
kepada komunitas lain vang memang
juga melangegar aturan tata tertib kota
semisal sejumiah stasivn pengisian
bahan bakar {SPBEU) wang
menempati Jalur hijau kKota, dan
bangunan-bangunan  komersial yang
melangear garis sempadan,

UITILIT

Pemerintah Kota juga harus punya
langkah preventif berupa pencegahan
arus urbamisasi. agar tidak kelewat
batas atau melebihi kemampuan daya

tampung kota. korban pembangunan

kota melropolitan.
Kota, Bandar Lampung dibangun
cenderung bagaimana kepentingan kepala
daerahnyva, balk Wali kotanya mauptn
gubernurnya, Akibatrya, Kota sangat rentan
terhadap  LoKanan micdal
(kapitaly. Fakior lain yang hanas dibenahi
pdalah lemahnyva  kesiapan kelembagaan
tindiknya kKepentingan
masing-masing instansi. Selain
kepemimpinan dalam pengelolaan sistem
transportasi sangat
penting untuk mencegah terjadinya kasus
Biaya pembangunan transportasi
perkotaan yvang i korupsi sudah “jamak"”
dilakukan di negeriini sehingga kualitas dan
kuantitasnya sangat Jauh dari yang
diharapkan

Jadi, kebijakan public disebut pula
keputusan yang diambil dan
tindakan yang dilakukan oleh
public {instamsi atau badan-badan

pemerintah) bersama-sama dengan akior

b -"_'|'_:-|'_"|'||:|||E_I,.3|‘|

dan lumpang

Ttu,

perkotaan  menajdi

karupsi

serang=dial

institusi

aktor politik dalam rangka menyelesaikan
persgalan-persoalan public demi
kepentingan selurub mayarakat.
Perbaikan dan peningkatan kinerja
organisasi - birokrasi public bukan hanya
karena merupakan kebutuhan, guna
semakin menjamin untuk pencapaian
tujuan seiring dengan berkembangnya
tuntutan masyvarakat. Dalam memberikan
pelayanan Kepada public, birokrasi public
hendaknya berorientasi pada pelanggan,
valnt kepuasan pelanggan menjadi
orientasi utama pelayanan public,
Implementasi kebijakan
sesungzuhnya bukaniah sekedar bersangkut
paut dengan mekanisme penjabaran
keputusan-keputusan politik ke dalam
prosedur-prosedur rutin lewat saluran-
seluran birckrasi, melainkan lebih dan iy,
ia memyangkut masalah konflik, keputusan

dan siapa yang memperoleh siapa.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang
telah peneliti kemukakan, maka dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan
PEL di pasar Bambu Huning kota Bandar
Lampung belum efektif dalam mengatasi
persoalan pedagang kaki lima, Kesimpulan
ini didasarkan atas belum terwujudnya
kepatuhan PKL dan Cidak tercapainya
ketertiban sebagaimana vang diharapkan
oleh pemerintah kota Bandar Lampung.
Dengan menggunakan model implementas
kebijakan seperti vang dikemukakan oleh
Grindle, dapat dilihat kedua aspek yang
diperlukan untuk mendukung keberhasilan
cuatu kebijakan, yakni kontens (isi)
kebijakan dan konteks
implementasi kebijakan, yang masih belum
mendukung selama pelaksanaan penataan
PEL yane dijalankan.

Pada aspek kontens Kebijakan,
terlihat isi kebijakan penataan PEL yang
masin belum memihak pada kepentingan
para PKL selaku kelompok sasaran dar
kebijakan. Pada konteks lingkungan dalam
peldksanaan penataan PKL terkait dengan
kekuasaan, kepentingan, dan strategi para
aktor, terlihat adamnva kekuasaan yang
sangat dominan kepada pemerintah.
Pemkot Bandarlampung dalam melakukan
penataan pasar dengan menertibkan PKL,
tidak memilikl konsep penataan yang jelas.
Kami setuju dengan pendapat PEL bahwa
selama ini pemkot tidak memiliki konsep
penataan yang jelas, dan sejauh ini pun
konsep penataan itu seperti apa kita tidak
tahu, Memang amat sangat disayangkan
sikap pemkot yang baru merealisasikan
penertiban PRL i saat jumlah PKL semakin
banyak. Seharusnya dari awal pemkot sudah
antisipasi, nyatanya begitu ada penertiban
PKL, pemkot malah kelabakan sendiri

(lingrhungan}

karena banyak yang tidak tertampung.
Penataan akan lebih susah karena sudah
tergusur. Kami menilai rencana pembkot
menata PKL akan lebih sulit. Pasalnya, kini
pemkot mau menata PEL di kawasan Pasar
Tengah dan seputaran Ramayana, padahal
di kawasan Bambu Kuming saja belum
tuntas. “Selesaikan dulu satu kawasan, baru
ke kawasan lainnya. Jika satu kawasan
selesal dan bagus hasilnya, ini akan menjadi
contoh PEL di kawasan lain, dan tidak akan
sulit untuk ditertibkan.

SARAN

Setelah melihat dan menganalisis
hasil penelitian, maka penulis mencoba
memberikan beberapa saran;

a. Perunya strategi vang tepat untuk

agar
pemerintah dalam melaksanakan
penataan PKL tidak hanya
mengandalkan otoritas semata.

b. Perlunya keterbukaan pemerintah
kepada pihak PKL selama pelaksanaan
penataan PKL berlangsung.

c. Perlunya pengawasan yang intens
terhadap PKL yang telah ditata, dengan
memaksimalkan peran unit pelaksana
teknis (UPTD |} Dinas Pasar selaku
pengelola pasar Bambu Kuning untuk
melakukan pengawasan terhadap PKL.

melaksanakan penataan PKL,

Perlunya penertiban PKL secara
berkala, bila ada satu PEL yang melakukan
pelanggaran, maka harus segera diambil
tindakan untuk mencegah bertambahnya
PKL baru di lokasiyang telah ditata
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